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BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPAT\ BANYUMAS 
NOMOR 6 TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLMN 
TANAH PEMERINTAH DAERAH EKS BANDA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa tanah pemerintah daerah eks banda desa sebagai bagian dari barang 
daerah, pertu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal 
dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna: 

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Oaerah maka 
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa, perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tata cara pengelolaan barang daerah 
yang berasal dari kekayaan desa yang desanya berubah menjadi kelurahan 
diatur lebih lanjut dengan Peraluran Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
hurof b dan huruf c, perfu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pengelolaan Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae<ah-daerah 
Kabupalen Dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraluran Dasar Pokok.Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3615); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten\ang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pelbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa \\ali diubah \erakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tal1Un 2008 
tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Oaerah (Lembaran Negara Republil<. Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Ke\urahan (lembaran 
Negara Republil< Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

12. Peraturan Pemerinlah Nomcir 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609): 

13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pernbangunan untuk Kepentingan Umum; 

14. Peraturan Menieri Oalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Oaerah ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 16 Seri D): 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 1<.abupalen Banyurnas 
Tahun 2007 Nomor 2 Seri E); 

17. Peraturan Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 

-



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATJ TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TANAH 
PEMERINTAH DAERAH EKS BANDA DESA. 

SABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 
2. Bupati adalah Bupati Banyumas 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banyumas. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Datlfah Kabupaten Banyumas selaku Pengelola Barang Milik 

Daerah. 
5. Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asel Daerah selanjulnya disingkal DPPKAD adalah 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah Kabupaten Banyumas selaku Pembantu 
Pengelo\a Barang Milik Daerah. 

6. Kepala Saluan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum Daerah (BUD). 
7. Saluan Keria Penoelola Keuanoan Daerah vano selaniutnva disebut SKPKD adalah oeranakat daerah 
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pada pemerintah daerah selaku pengguna barang yang juga melaksanakan Pembantu Pengelolaan 
Barang Daerah, 

8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banyumas. 
9. Bendaharawan Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang disetiap 

Kelurahan. 
10. Tanah Pemerintah Daerah Eks Banda Desa yang selanjutnya disebul Tanah Pemda Eks Banda Desa 

adalah lanah-tanah yang berasal dari Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang Desanya 
berubah menjadi kelurahan beserta bangunan dan/atau tanaman yang ada diatasnya danlatau tanah­
tanah penggantinya dan tanah-tanah lainnya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Kelurahan. 

11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan clan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi 
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 
penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, peni\aian, 
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan 
tuntutan ganti rugi. 

12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang daerah untuk 
menghubungkan kegiatan yang lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan pemenuhao kebutuhan yang akan datang 

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah maupun jasa. 
14. Pemeliharaan adalah kegiatan atau lindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu 

dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
15 Pengamanan adalah kegiatan findakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam 

bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. -



16. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukall oleh pengguna barang dalam mengelola dan 
menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan. 

17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi kelurahan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan 
bangun serah gunalbangun guna serah dengan tidak mengubah s1atus kepemilikan. 

18. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan 
menerima imbalan uang tunai. 

19. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerinlah 
daerah dan anlar pernerinlah daerah dalam jangka waklu lerlenlu lanpa rnenefima imbalan dan 
setelah jangka waktu lersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 

20. Ketjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang rnilik daerah oleh pihak lain dalam jangka 
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan sumbe< pembiayaan 
lainnya. 

21. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan tanah pemda eks banda desa oleh pihak lain dengan c;ara 
mendirikan bangunan danlatau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati. 

22. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan tanah pemda eks banda desa ofeh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain 
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali 
tanah berserta bangunan danla1au sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu. 

23. Penghapusan adalah tindakan menghapus baran9 milik daerah dari daftar baran9 dengan 
me11eroilllan sura\ \\ei:,u\Usan dari pe\abal yang berwenang un\uk membeba"1>\\a11 pengguna clan/atau 
kuasa pengguna barang danlatau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik alas 
barang yang berada dalam penguasaannya. 

24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai 1indak lanjut dari 
penghapusan dengan cara dijual, dipertukari<an, dihibahkan atau disertakan sebagai modal 
pemerintah daerah. 

25. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima 
pengganlian dalam bentuk uang. 

26. Tukar menukar/1ukar guling adalah pengafihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan 
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemelintah daerah atau anlara pemerintah 
daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sel<urang-kurangnya 
dengan nilai seimbang. 

27. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari pemerinlah daerah kepada pemerintah 
pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa mernperoleh 
pengganiian. 

28. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula 
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagaimana modal saham daerah 
pada Badan Usaha Milik Daerah a1au Badan Hukum lainnya yang dimiliki daerah. 

29. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan 
barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang bertaku. 

30. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil 
penda/8811 barang mmk deerah. 



31 . Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian secara selektif didasarllan pada datalfakta yang 
obyektif dan relevan dengan menggunakan metodelleknik tertentu untuk memperoleh nilai barang 
milik daerah. 

32. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disebut DBP adalah daftar yang memuat data barang yang 
digunakan oleh Kelurahan masing-masing. 

33. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan l<ebutuhan barang 
daerah dengan memperhalikan alokasi anggaran yang tersedia. 

BAB II 
TANAH PEMDA EKS BANDA DESA 

Pasal 2 

Tanah Pemda Eks Banda Desa, meliputi ; 
a. tanah yang berasal dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang desanya berubah status 

menjadi kelurahan ; 
b. 

c. 

d. 

tanah yang dibeli atau dip1noleh atas beban APBD sebagai tanah pengganti alas kegiatan 
pemindahtanganan tanah pemerintah daerah eks banda desa kepada pihak lain. 
tanah yang diperoleh berdasarl<an pu1usan pengadilan yang telah memperoleh kel<ualan hukum 
tetap atas sengketa tanah pemerintah daerah eks banda desa. 
tanah yang diperoteh sebagai pelal<ssanaan dari perjanjianlkonttak atas lanah pemenntah daerah eks 

banda desa . 
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BAB Ill 
PENGELOLAAN TANAH PEMDA EKS BANDA DESA 

(1) Pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Dess dilaksanakan berdasarkan asas : 
a. fungsional yaitu bahwa pengambilan kepu1usan dan pemecahan masalah pengelolaan Tanah 

pemda Eks Banda Desa dilaksanakan sesuai dengan batas fungsi, wewenang dan 
tanggungjawab masing-mas1ng pejabat pengelola. 

b. kepastian hukum yaitu bahwa pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa harus dilaksanakan 
berdasarl\an hul<.um dan ketentuan pe1aluran perundangan yang berlal\U. 

c. transparansi yaitu bahwa pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa harus terlluka terlladap 
hak masyarakat untuk memperoteh informasi yang benar. 

d. efisiensi yaitu bahwa pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa harus diarahkan agar 
digunakan sesuai dengan batas-batas standar kebutuhan yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara optimal. 

e. akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa harus 
dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 

f. kepastian nilai yaitu bahwa pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa harus didukung ?feh 
adanya ketepatan luas dan harga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan _,jan 
pemindahtanganan serta penyusunan neraca pemerintah daerah . . 



(2) Pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Oesa meliputi : 
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran: 
b. pengadaan; 
c. penerimaan; 
d. penggunaan; 
e. penatausahaan: 
f. pemanfaatan; 
g. pengamanan dan pemeliharaan; 
h. penilaian; 
i. penghapusan; 
j. pemindahtanganan; 
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
I. pembiayaan: dan 
m. tuntutan ganti rugi. 

BABIV 
PEJABAT PENGELOLMN TANAH PEMDA EKS BANDA DESA 

Pasa14 

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan 
bertanggungjawab alas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Tanah-tanah Pemda Eks Banda 
Desa. 

(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada Ayat (1), Bupati dibantu oleh : 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Kepala DPPKAO: 
c. Camat; 
d. lurah; dan 
e. Pengurus Barang. 

Pasal 5 

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengetotaan Tanah Pemda Eks Banda Desa mempunyai 
wewenang : 
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa; 
b. menetapka11 penggunaan, pemanlaatan atau pemindahtanganan tanah Pemda Eks Bal\da Oesa·, 
c. menetapkan kebijakan pengamanan T anah Pemda Eks Banda Desa; 
d. mengajukan usul pemindahtanganan Tanah Pemda Eks Banda Oesa yang meme~ukan 

persetujuan DPRD; dan 
e. menyetujui usu! pemindahtanganan clan penghapusan Tanah Pemda Eks Banda Desa; 

(2} Sekretaris Daerah beiwen3n9 dao bcrtaoggungjawab : 
a. menetapkan pejabat yang mengurus Tanah Pemda Eks Banda Desa: 
b. meneltti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan Tanah Pemda Eks Banda Desa; 
c. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Tanah Pemda Eks 

Banda Desa; 
d. mefakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Tanah Pemda Eks Banda Desa; dan -
e. melakukan pengawasan dan pengendalian alas pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa. 



(3) Kepala DPPKAD bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Tanah Pemda Eks 
Banda Desa yang ada pada masing-masing Kelurahan. 

(4) Camat berlanggungjawab membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah diwilayah kerja masi~ 
masing, meliputi : 
a. meneliti dan merekomedasikan rencana kebutuhan pemeliharaan Tanah Pemda Eks Banda Desa; 
b. rnerekomendasikan pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Tanah 

Pemda Eks Banda Desa: 
c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Tanah Pemda Eks Banda Desa; dan 
d. melakukan pengawasan dan pengeodalian alas pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Desa. 

(5) Lurah selal<.u pengguna T anah Pemda Eks Banda Desa berwenang dan bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan pengganti tanah Pemda Eks Banda Desa kepada Bupati me!alui 

Sekretaris Daerah alas pemindahtanganan Tanah Pemda Eks Banda Desa kepada pihak lain: 
b. mengajukan penmohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Tanah Pemda 

Eks Banda Desa yang diperoleh dari sumber lainnya yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 
hurut c, huruf d dan huruf e; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Tanah Pemda Eks Banda Desa yang berada dalam 
penguasaannya; 

d. menggunakan dan memanfaatkan Tanah Pemda Eks Banda Desa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bertaku; 

e. mengamankan dan memelihara tanah Pemda Eks Banda Desa yang berada dalam 
penguasaannya; 

f. mengajukan usu! pemindahtanganan Tanah Pernda Eks Banda Desa berdasarllan aspirasi 
masyarakat; 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian alas pen99unaan Tanah Pemda E~ Banda Oe$a·, 
h. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan 

Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam pengusaannya kepada Sekretaris Daerah; 
i. mengusulkan pejabat pengurus barang. 

(6) Pengurus Barang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pena1ausahaan Tanah Pemda Eks 
Banda Desa. 

BABV 
PERENCANAAN 

Pasal6 

Lurah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-U11dangan yang berlaku, menyusuri 
rencana pengadaan tanah pengganti dan pemanfaatan tanah-tanah Pernda Eks Banda Desa yang menjadi 
tanggungjawabnya. 

BABVI 
PENGADMN DAN PENERIMAAN 

Pasal 7 

(1) Pengadaan pengganti Tanah Pernda Eks Banda Desa dilaksanakan berdasarllan prinsip-pl'll'!!;ip 
efisien, ef-ektif, transparan dan terbuka, bersaing, adilllidak diskrimina1if dan akuntabel. 



(2) Pengadaan pengganti Tanah Pemda Eks Banda Desa dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati yang beranggotakan Lemtekda/Dinasllnstansi/Bagian terkait dengan melibatkan 
masyarakat Kelurahan setempat. 

Pasal 8 

(1) Lurah membuat laporan hasil pengadaan pengganti Tanah Pemda Eks Banda Desa kepada Bupati 
melalui Sekertaris Daerah. 

(2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dokumen 
a. rekapitulasi hasil pengadaan : 
b. surat Pernyataan Pelepasan Hak Alas Tanah (SPPHAT): 
c. turunan danlatau Letter C atau Sertffikat Hak Alas Tanah : 
d. surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun terakhir : 
e. foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik dan lsbi/Suaminya dan/atau ahliwarisnya : 
f. SPOP Peralihan Subyek Pajak. 

Pasal 9 

(1) Bupati dapat menerima Tanah Pemda Eks Banda Desa dari Pihak Keliga yang merupakan 
sumbangan, hibah, wakaf dan/atau penyerahan dali masyarakat. 

(2) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dituangkan dalam Serita Acara 
Serah Terima {BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah. 

(3) Has ii penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar baran9 milik daerah. 

BABVII 
PENGGUNMN 

Pasal 10 

(1) Status penggunaan Tanah Pemda Eks Banda Oesa dltetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), diatur dengan tata cara sebagai 
berikut : 
a. Lurah mengusulkan kepada Bupati tentang status penggunaannya : 
b. Kepala OPPKAD meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk 

ditetapkan status penggunaannya dengan memperhatil<an saran masukan Lemtekdal 
Dinasllnstansi/Bagian terka~ : 

c. Bupati menetapkan status penggunaan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VIII 
PENATAUSAHAAN 

Pasal 11 

f>enatcMahaan Tanah f>emda Eks Banda Oe5a dila!\sana\\an sewai \\etentuan penge\olaar, baran9 mm\<. -~- -

1 
, 



BABIX 
PEMANFAATAN 

Bagian Pertama 
Kriteria Pemanfaatan 

Pasal 12 

(1) Pemanfaatan Tanah Pemda Eks Banda Desa dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat 
persetujuan Sekretaris Daerah. 

(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis 
dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. 

Bagian Kedua 
Bentuk Pemanfaatan 

Pasal 13 

Bentuk-benluk pemanfaatan T ,mah Pemda Eks Banda Desa berupa : 
a. sewa; 
b. pinjam pakai; 
c. kerjasama pemanfaatan; 
d. bangun guna serah dan bangun serah guna. 

Q,..,.,j,....,. v ..... : ....... 
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Sewa 

Pasal 14 

(1) Tanah Pemda Eks Banda Desa dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan 
daerah. 

(2) Penyewaan Tanah Pemda Eks Banda Desa, tidak merubah status kepemilikannya. 
(3) Penyewaan Tanah Pemda El<s Banda Desa dilaksanakan oleh Lurah setelah mendapat 

persetujuan dari Sekretaris Daerah. 
(4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapal diperpanjang. 
(5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya 

memuat : 
a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; 
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasionaJ dan pemelillaraan selama iangka waktu 

penyewaan: dan 
d. persyaratan lain yang dianggap perfu. 

Pasal 15 

(1} Pemanfaatan Tanah Pemda Eks Banda Desa selain disewakan sebagaimana dimaksud da!am 
Pasal 13 dapat dikenakan retribusi. ..-

(2) Retribusi alas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1 ), 
d~etapkan dengan Peraturan Daerah. 



Bagian Keempat 
Pinjam Pakai 

Pasal 16 

( 1} Tanah Pemda Eks Banda Oe$3 dapat di!)injam pakaikan 1.1nt1.1k kepentil\l}an penyeler199araan 
pemerintahan daerah. 

(2) Pinjam pakai Tanah Pemda Eks Banda Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah 
mendapatkan persetujuan Bupati befdasarkan pertimbangan Lemtekda/Oinas/lnstansi/Bagian terkait 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

(3) Tanah Pemda Eks Banda Oesa yal\l} di!)iniampa\\aikan \idak merubah status lleipemilillan barang 
daerah. 

(4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 2 (dua} tahun dan dapat diperpanjang. 
(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya 

memuat : 
a. pihak-pihak yang \er\ka\ dalam perjaniian; 
b jenis dan luas yang dipinjamkan, 
c. jangka waktu; 
d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu 

peminjaman; dan 
e. persyaratan lain yang dia\'\9':lal) l)ertu. 

Baoian Kelima - . 
Ke~asama Pemanfaatan 

Pasat 17 

Kerjasama pemanfaatan Tanah Pemda Eks Banda Oesa dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka : 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Pemda Eks Banda Desa; 
b. meningkatkan penerimaan daerah. 

Pasal 18 

Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pemda Eks Banda Desa diJaksanakan oleh Sekretaris Daerah seteJah 
mendapatkan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Lermekda/Dinas/lnstansi/Bagian terkait 
sesuai dengan togas pokok dan fungsinya. 

Pasal 19 

(1) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Pemda Eks Banda Desa dilaksanakan dengan kelentuan sebagai 
berikut 
a. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan 

sekurang-kurangnya 5 (lima) peserla/peminat; 
b. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan 

ditetapl<an dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; 
c. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan dise'!l)r 

ke Kas Oaerah setiap tahun selama waktu pengoperasian. 



(2) Pelaksanaan tender/lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Lelang 
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

(3) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tender/lelang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, 
konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga. 

(5) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau 
menggadaikan Tanah Pemda Eks Banda Desa yang menjadi obyek Kerjasama Pemanfaatan. 

(6) Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian 
ditandatangani dan dapat diperpanjang. 

Pasal 20 

Setelah berakhirnya jangka wak!u kerjasama pemanraatan, Bupafi menetapkan stafus 
penggunaan/pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Keenam 
Bangun Guna Serah 

Pasal 21 

{1) Bangun Gulla Serah Tanah Pemda Eks Banda Oesa dapat dilaksanakan de119an ke\en\uan r.ebagai 
berikut : 
a. Pemerin\ah Oaerah memerlukan bangunan dan fasililas untuk kepentingan pelayanan umum dan 

untuk penyelenggaraan tugas pokol< dan fungsi; 
b. Mak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. 

(2) Bangun Guna Serah Tanah Pemda Eks Barn:la Desa sebagaimana dima!:.sud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati berdasarl(an 
pertimbangan Lemtekda/Dinas/lnstansi/Bagian terl(ait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. 

Pasal 22 

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Sera!\ dilal<sanakan mela\ui tenderAelang dengan mengilc.utserta\c.an 
sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminal. 

(2) Mitra Bangun Guna Serah yang lelah d~etapkan selama jangka waklu pengoperasian, harus 
memenuhi kewajiban sebagai berikut 
a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah seliap tahun. yang besarannya 

diretap!lan beroasa!t-an hasil pemitU119an tim yang dibiln\uk ~h Bupali: 
b. tidak menjaminkan, menggadailcan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; 
c. memelihara objek Bangun Guna Serah. 

(3) Objek Bangun Guna Serah sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak 
pengelolaan milik Pemerintah Oaerah. 

(4) Hak Guna Bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Oaerah dapat dijadikan jaminan 
danlatau diagunkan sesuai ketentuan peral!Jran perundang-undangan. 

(5) Jangka wak1u Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanJian 
ditandatangani. 

(6) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarl\an surat perjanjian yang sekurang.-k.urang~ya 
memual ·. 



a. pihak-pihak yang lerikat dalam perjanjian; 
b. objek Bangun Guna Serah; 
c. jangka waktu Bangun Guna Serah; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
e. persyaratan lain yang dianggap per1u 

(7) lzin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah harus diatasnamakan Pemerintah Daerah. 
(8} Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tendernelang, dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetah. 
(9) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, 

konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang. 
(1 OJ Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Bangun Guna Serah terlebih dahulu diaudil 

oleh aparat pengawasan fungsional pemelintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh 
8!/fla~. 

Bagian Ketujuh 
Bangun Serah Guna 

Pasal23 

(1) Bangun Serah Guna Tanah Pemda Eks Banda Desa dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan umum dan 

untuk menyelenggarakan lugas pokol< dan fungsi; 
h firf"Jol,, fo~.oAi-:i. A,,n~ ADCln I in.Ii 1L- n.oru,.oAi!'l~n h!:ln1'1lln"=ln ,fon .r~c-,ilit--:llc- rli""-,.l,c:,11rl 
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(2) Bangun Serah Guna Tanah Pemda Eks Banda Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati berdasarl<an 
pertimbangan Lemtekda/Dinasllnstansi/Bagian lerkaitsesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4} 

(5) 

(6) 

Pasal 24 

Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui lendernelang dengan mengikutsertakan 
• 

sel<urang-kurangnya 5 (lima) pesertalpeminat. 
Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus 
memenuhi kewajiban sebagai berikut 
a. membayar kontribusi Ke Rel<ening Kas Umum Daerah seliap tahun, yang besarannya 

ditetapl<an berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati·, 
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; 
c. memelihara objek Bangun Serah Guna. 

Objek Bangun Serah Guna sebagimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak 
pengelolaan milik Pemerintah Daerah. 
Hak Guna Bangunan di alas hak pengetolaan mmk Pemerinlah Oaerah dapal diiadikan jaminan 

utang/ diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak pe~anjian 
ditandatangani. 
Bangun Sarah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya 
memuat : -a. pihak-pihak yang lerikat dalam petjanjian; 
b. objek Bangun Serah Guna; 



c. jangka waktu Bangun Serah Guna; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
e. persyaratan Jain yang dianggap perlu 

(7) tzin Meooirikan Bangunan hasit Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerinlah Daerah. 
(8) Biaya pengkajian, penelilian, penaksiran dan pengumuman tenderllelang, dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaeiah. 
(9) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, 

konsultan pelaksana/pengawas. dibebankan pada pihak pemenang 

Pasal 25 

Bangun Serah Guna T anah Pemda Eks Banda Desa dilaksanakan dengan l\etentuan sebagai belikut 
a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah 

selesai pernbangunannya; 
b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu 

yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan 
c. seletah jangka waklu peooayagunaan berakhir, objel( Bangun Serah Guna lerlebih dahulu diaurji\ 

oleh aparat fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya dttetapkan oleh Bupati. 

BABX 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian Pertama 
Pengamanan 

Pasal26 

(1) Lurah wajib melakukan pengamanan Tanah Pemda Eks Banda Desa yang berada dalam 
penguasaannya. 

(2) Pengamanan Tanah Pemda Eks Banda Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} melipuli : 
a. pengamanan administrasi meliputi kegialan pembukuan inventarisasi, pelaporan dan 

penyimpanan dokumen kepemilikan (sertiftkat tanah dan dokumen lainnya); 
b. pengamanan fisik untuk mencegah te1adinya pengurangan luas. penurunan produktivitas dan 

hilangnya lahan karena erosi; 
c. pengamanan hukum melalui upaya hukum apabila terjadi pe!anggaran hak atas barang 

milik/dikuasai Pemerinlah Oaerah. 

Pasal 27 

Tanah Pemda Eks Banda Desa harus disertifikalkan alas nama Pemerintah Daerah. 

Bagian Kedua 
Pemetiharaan 

Pasal 28 

(1} Lurah berlanggung jawab alas pemeliharaan Tanah Pemda Eks Banda Desa yang berada di baw.ifi 
penguasaannya. 



(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan produktivitas 
dan meningkatkan daya guna sarta hasil guns lahan. 

(3} Biaya peme/iharaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BABXI 
PENILAIAN 

Pasal 29 

(1). Penilaian Tanah Pemda Eks Banda Desa dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah 
Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 

(2). Penetapan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ). dengan berpedoman pada Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP). 

Pasal 30 

{1} Penilaian Tanah Pemda £ks Banda Desa seoagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilak:.anakan 
oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat mertbatkan penilai independen yang bersertifikat 
dibidang penilaian asel 

(2) Penilaian dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan 
Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). 

(3) Hasi\ penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupali. 

BABXII 
PENGHAPUSAN 

Pasa\ 31 

(1) Penghapusan Tanah Pemda Eks Banda Desa dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud 
sudah beralih kepemilikannya atau terkena erosi. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XIII 
PEMINDAHTANGANAN 

Bagian Pertama 
Bentuk-bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan 

Pasal 32 

(1) Benluk-benlllk pemindahtanganan Tanah Pemda Eks Banda Desa, meliputi 
a. penjualan ; 
b. lukar Menukar ; 
c. hibah ; 
d. penyertaan Modal Pemerin1ah Daerah. 

(2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan dengan Keputusan Bup~ 
setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali apabila : 



a. sudah lidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ; 
b. diperuntukan bagi Pegawai Negeri ; 
c. diperuntukan bagi kepen~ngan umum ; dan 
d. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya 
dipertahankan tidak layak secara ekonomis 

Bagian Kedua 
Pelepasan Hak Alas Tanah Pemda Eks Banda Desa dengan ganti rugi 

Pasal33 

(1) Pemindahtanganan Tanah Pemda Eks Banda Oesa melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat 
diproses dengan pertimbangan mengunlungkan daerah. 

(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh Panitia 
Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen 
yang bersertifikat dibidang penilaian aset. 

(3) Proses pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan dengan 
pelelanganltender kecuali untuk kavling perumahan pegawai negeri dan kepenlingan pembangunan 
bagi kepentingan umum. 

(4) Nilai ganti rugi alas tanah dan/atau bangunan dilelapkan oleh Bupati berdasarkan nilai atau harga 
taksiran yang dilakulcan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupali atau lembaga 
yang beikompelen. 

Bagian Ketiga 
T ukar Menukar 

Pasal 34 

(1) Tukar menukar Tanah Pemda Eks Banda Desa dilaksanakan dengan pertimbangan 
a. unluk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan ; 
b. untuk oplimalisasi barang milik daerah ; dan 
c. tidak tersedia dana dalam APBD ; 

(2} Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapal dilakukan dengan pihak : 
a. Pemerintah Pusat ; 
b. anlar Pemerintah Dae<ah ; 
c. BUMN/D atau Badan Hukum Mi!ik Pemerintah lainnya : 
d. swasta 

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah rnendapat persetujuan 
OPRD. 

Bagian Keempat 
Peran Serta Masyarakat 

Pasal 35 

Penjuatan dan tukar menukar Tanah Pemda Eks Banda Oesa dilaksanakan dengan melibatkan dan ~s 
persetujuan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang bersangkutan. 



Bagian Kelima 
Hibah 

Pasal36 

(1} Hibah Tanah Pemda Eks Banda Oesa dilakukan dengan pertimbangan untuk kepen~ngan sosial, 
keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. 

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat 
persetujuan DPRD, kecuali diperuntukan bagi kepentingan umum. 

Bagian Keenam 
Penyertaan Modal Daerah 

Pasal 37 

(1) Penyertaan modal daerah alas Tanah Pemda Eks Banda Oesa dilakukan dalam rang\<.a pendirian, 
pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah alau badan hukum lainnya yang 
dimiliki Pemerintah dan swasta. 

(2) Tanah Pemda Eks Banda Oesa yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan oleh Bupati se1elah mendapatkan persetujuan DPRD. 

(3) Penyertaan modal daerat\ ditetapkan deogao Peraluran Oaerat\. 

BABXIV 
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Pasal36 

( 1) Dana hasil pengelotaan Tanah Pemda Eks Banda Oesa disetor1<an secara brutto ke kas daerah 
sebagai pendapatan daerah. 

(2) Kelurahan dapat mengajukan penggunaan dana ganti rugi alas penjualan Tanah Pemda Eks Banda 
Desa maksimal sebesar 70% yang penggunaannya diarahkan untuk mencukupi kebutuhan barang 
modal khususnya pengadaan tanah pengganti dan penganggarannya dilakukan melalui mekanisme 
pengajuan usulan Anggaran/Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang be~aku. 

BAB XV 
PEMBINAAN. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal39 

Pembinaan pengelolaan Tanah Pemda Eks Banda Oesa dilaku\\an oleh Bupati a\au pejaba\ yang dnunjuk. 

Pasal40 

Pengendalian pengelolaao Tanah Pemda Eks Banda Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pej~t 
yang dirunjuk. 



,I 

I 
I 

Pasal41 

P8fljj3wasan pengelolaan Tanah Pemda Eks Ba_µda Oesa d~akukan oleh aparat pengawas tvngsional 

sesuai dengan.1Jeraturan perundang--undangan. ~ 

B(IB XVI 
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUG! BARANG 

Pasal 42 

Dalam hal te!jad\ kerugian oaeiah yang disebabkan peli>uatan melanggar hukum danlatau \idak 
melakukan kewajiban sebagaimana meslinya, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan 

ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal43 

Pada saal Peraturan Bupati ini mulai be~aku maka Peraturan Bupali Banyumas Nomor 90 Tahun 2005 
tenlang Pedoman Pengelolaan Tanah Pemcla Eks Banda Desa dicabul dan dinyatakan tidal< beflaku. 

Pasal 44 

Peraturan Bupati ini mu!ai 'oerlaku pada tangga\ diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Banyumas 

Diteta kan di Purwokerto 

Diundaogkan di Purwokcrto -71 
Pada 'l'an/.(go.l .... D .. 1 .. .F.ffi .. 2Q.Q9. .. • ' 

Pit. 6EKRETARIS OJ~ERAH Kt.BUI'Al'.E:N I 
llA!'. lfL'Jl,'l'AS l 

i 

~ I •- 1 .,_ 
SA, TO~O. SH. M.Hum I NIP : i9S20700 19850:(10~2 

BEPJTA Dh.IRAH KADUPATE:-1 Bt..Jfl'U,,US !IOL-!.OR .• ~ •• I ·-·. --· :!J 


